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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban
pidanakorporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka
tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU Tipikor
tidak mengatur kriteria bilamana pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan terhadap korporasi atau
korporasi dan pengurusnya. Ketidaklengkapan UU Tipikor tersebut menyebabkan multi tafsir di kalangan
penegak hukum dan hakim sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-konsi stenan putusan
pengadilan. Disertasi ini melakukan telaah mengena perumusan model pertanggungjawaban pidana
korporas dalam perkara korupsi yang ideal di Indonesia agar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum dan
multi tafsir dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, didukung
dengan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap penegak hukum dan hakim. Adapun pendekatan
masal ah penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan
perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa diperlukan penentuan kriteria
model pertanggungjawaban pidana korporasi secara otonom, dependen dan independen. Model otonom
mensyaratkan pertanggungjawaban korporasi tidak digantungkan dan dihubungkan dengan
pertanggungjawaban pengurusnya sama sekali karena kesalahan korporasi tidak berasal dari atribusi
kesalahan pengurusnya secara individu. Terdapat empat kriteria dalam model otonom yaitu: pertama,
perbuatan pengurus merupakan perbuatan korporasi; kedua, perbuatan pengurus dilakukan untuk dan dalam
rangka kepentingan korporasi dan tidak ada kepentingan individu pengurus; ketiga, kesalahan korporasi
berasal dari atribusi kesalahan perbuatan korporasi; dan keempat, alokasi tanggung jawab hanya dibebankan
kepada korporasi, tanpa sekalipun membebani tanggung jawab kepada pengurus. Model dependen
mensyaratkan alokasi kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi digantungkan pada terbuktinya
kesalahan pengurus atas terjadinyatindak pidana korupsi. Terdapat dua kriteria model dependen yaitu
pertanggungjawaban korporasi atas penerimaan manfaat hasi| tindak pidana korups dan/atau
pertanggungjawaban korporasi sebagai saranatindak pidana korupsi. Model independen mensyaratkan
pertanggungjawaban korporasi digjukan secara gabungan dengan pengurusnya dimana konstruksi kesalahan
korporas dibedakan dari pengurusnya dengan mengakomodasi kesalahan original atau organisasi atas reaksi
saat terjadinya korupsi dan/atau budaya korporasi yang memicu korupsi. Penelitian ini merekomendasikan
agar dilakukan reformulasi UU Tipikor dan pembentukan yurisprudensi terkait dengan kriteria model
pertanggungjawaban pidana korporasi

...... Law Number 31 of 1999 as amended with Law Number 20 of 2001 on Corruption Crime Eradication
(Corruption Law) governs a corporation criminal liability model i.e. if a corruption crime is committed by or
on behalf of a corporation, then its indictment and criminal charge may be implemented against the
corporation and/or its management. However, Corruption Law does not govern criteriawhether criminal
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liability is only addressed to corporation or corporation and its management. Incomplete Corruption Law has
led to multi-interpretations among law enforcers and judges causing legal uncertainty and inconsistency in
court verdicts. This dissertation scrutinizes the formulation of a corporation criminal liability model in
corruption cases that isideal for Indonesiato prevent legal uncertainty and multi-interpretations in court
verdicts. The research method used is a document study, supported with in-depth interviews with law
enforcers and judges. The approaches of research problems used are the approaches of statutory laws,
concept, case, and comparison. The research concludes that the determination of an autonomous, dependent,
and independent corporation criminal liability model criteriais required. Autonomous model requires that
corporation liability does not depend on and is not related to the liability of its management at all since the
faults of a corporation are not originated from the attribution of its management’ s faultsindividually. There
are four criteriain the autonomous model, namely: first, the act of management is the act of a corporation;
second, the act of management is conducted for and for the interest of a corporation and there is no
individual interest of the management; third, the faults of a corporation come from the attribution of the
faults of a corporation’s acts; and fourth, the allocation of liability is only imposed to corporation, without
imposing liability to management. The dependent model requires that the allocation of faults and liability of
a corporation depends on the proven faults of management regarding a corruption crime. There are two
dependent model criterianamely corporation liability over the receipt of proceeds of corruption crime and/or
corporation liability as afacility for corruption crime. The independent model requires corporation liability
to be submitted collectively with its management in which the construction of a corporation’s faultsis
distinguished from its management by accommodating original or organizational faults over areaction
during the occurrence of corruption and/or corporation cultures that trigger corruption. This research
recommends the reformulation of Corruption Law and the formation of relevant jurisprudence through
corporation criminal liability model criteria.



